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ABSTRAK

Riswandi Aspi, 105251100718. Analisis Efetivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam
Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama
Makassar). Dibawah bimbinganHurriah Ali Hasan dan Siti Walida Mustamin
selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal: Pertama, untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan upaya mediasi pada perkafhNomor 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, di
Pengadilan Agama Makassar; Ked

, di Pengadilan Agama
aan upaya mediasi dalam
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu

berinteraksi satu sama lain. Hal ini betdampak pada permasalahan yvang terjadi
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Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, salah
satu pihak menyatakan ketidakpuasannya hingga sengketa tersebut berkembang

‘Sablml.ltmmmm Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum &
Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 186,
* Anwar Prabu Mangkunegara, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT

Remaja Rosdakarya, Bandung, h, 155,




menjadi sengketa. Dan sengketa yang timbul inilah yang patut segera diselesaikan
secara hukum, baik melalui jalur litigasi dalam hal ini melalui jalur peradilan,
maupun melalui jalur nonlitigasi atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian

sengketa..

Dalam gugatan tertanggal 2, Agustus 2019 yang didaftarkan ke

ditandatangani antara lawan perlama da

Notaris di Kabupaten Gowa sebagaimana discbutkan dalam Pembiayaan
Murabahah dengan Surat Kuasa No.: 19 tanggal 06-11-2017, Dalam Bagian 3 dari
fasilitas pembiayaan, harga pembelian adalah Rp. 1.715.000.000, uang muka Rp.
500.000.000 pembiayaan bank sebesar Rp. 1.200.000.000, margin keuntungan Rp.




1.212.188.946.77. harga jual setelah margin Rp. 2.927.188.946.77, harga jual
setelah vang muka Rp. 2.412.188.946.77. Pasal 7 menjelaskan bahwa pembayaran
angsuran oleh pemberontak dilakukan selama periode 120 rupee per bulan dengan
angsuran Rp. 20.101.154,56.,.

Namun pada kenyataannya, dalam hal litigasi, lembaga peradilan sebagai

u mengimbangi dampak dari
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Tahun 2016 te

dalam proses pelaksanaannya, yang diharapkan mampu menjadi penengah antara
para pihak yang bersengketa dengan membantu mencarikan jalan keluar dari
permasalahannya.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi harus menjadi solusi

bagi para pihak yang bersengketa. Penerapan asas mediasi akomodasi dalam



penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu bentuk upaya
mendamaikan para pihak. Inilah salah satu asas KUHAP yang harus dilaksanakan.
Penting untuk diketahui bahwa prinsip ini mengharuskan pengadilan dalam
menangani kasus perdata untuk melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah

pihak.

dalam Peraturan Mahkamah
Agung No. Undang- : 6 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Medi ditan yang meniiaks mefitasi dari Pasal 130

tugas penegakan hukum dan keadilan dalam beberapa kasus, terutama bagi orang-

orang vang memeluk agama [slam. Kewenangan peradilan agama semakin
diperluas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perluasan

kewenangan ini juga mencakup bidang ekonomi syariah. Hal ini secara jelas



tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Namun, potensi keberhasilan dan efektivitas upaya Mahkamah Agung
untuk memasukkan mediasi sebagai bagian dari proses litigasi pengadilan agama

seperti yang ditunjukkan dalam diskusi sebelumnya juga layak untuk dianalisis
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an datang agar mediasi di
pengadilan agama dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan di masa yang
akan datang.

Berdasarkan informasi, perkara ekonomi yang sah pertama kali diajukan

ke Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2015 dengan jumlah 21 perkara




sampai dengan Juni 2021. Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan
sengketa perdata lainnya. Oleh karena itu yang penulis perhatikan adalah secara
teori Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks yang penyelesaiannya harus lebih
mudah pada tahap mediasi karena sudah ada akad/kontrak yang disepakati para

pihak dalam muka yang dapat menjadisacuan atau acuan bagi mediator dalam

melaksanakan mediasi.
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mufakat maupun arbitrase di B a musyawarah atau arbitrase tidak
berhasil, para pihak melanjutkan proses penyelesaian sengketanya ke Pengadilan
Agama.

Meskipun perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama

telah melalui proses penyelesaian (yang gagal), baik secara musvawarah untuk



mufakat maupun melalui arbitrase di Basyarnas sesuai dengan pilihan metode
penvelesaian sengketa dalam akad/akad Syariah masing-masing bank yang
sah/sah. lembaga keuangan, namun apabila perkara tersebut didafarkan di
pengadilan agama, maka perkara tersebut tetap harus diselesaikan terlebih dahulu

melalui mekanisme proses mediasi di pengadilan..
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I. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan upaya mediasi dalam
Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks?

2. Bagaimana proses mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks

di Pengadilan Agama Makassar?




3. Seberapa Ffektifkah Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara No.

1848/Pdt.G/2019/PA Mks, di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi
dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks.




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Sengketa

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, manusia selalu berinteraksi
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Umumnya perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun

hal tersebut tidak menjamin penyelesaian sengketa yang ada, mengingat ada

" Maskur Hidayat, 2016, Strategi dan Takeik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor | Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penerbit Kencann, Jakarta, h. 1.

* Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penvelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakaria, h. 21.

* Joni Emirson... h. 2.
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kalanya musyawarah yang telah dibentuk ternyata tidak dapat menghasilkan
kesepakatan yang dapat mendamaikan para pihak vang bersengketa. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya di latar belakang, sebuah konflik akan berkembang
jika tidak diselesaikan dengan baik. Konflik yang muncul cukup lama tersebut
memunculkan perselisihan oleh salah satu pihak sebagai pernyataan

ketidakpuasan pihak lawan sehip ahitkan situasi yang dikenal dengan

e i e
SIS / . $
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(rechistaat),

salah hukum yang
ada.

® Nurmaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengheta Perdata di
Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12-13.

"Nurmaningsih Amriani,..h,12-13.

* Wildan Suyuthi, 2004, Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungiawab Hakim, Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 2
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1. Litigasi
Litigasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa di pengadilan

vang melibatkan semua pihak yang bersengketa dan saling berhadapan
untuk mempertahankan hak-haknya.” Jalur litigasi pada awalnya menjadi

proses umum yang digunakanjsoleh para pencari keadilan. Litigasi

merupakan fokus masyarakat d nyelesaikan permasalahan hukum

ana, cepat dan biaya
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vang diperkirakan oleh pejabat pengadilan agama. atau dengan
pendaftaran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan merupakan peraturan

* Numrianingsih Apriani...h.35,
" Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan dapat dilihat
dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.




12

pertama yang mengakomodir kemungkinan pengajuan perkara
melalui pemanfaatan internet di lingkungan peradilan agama melalui

aplikasi e-Court'’

2) Penetapan Majelis Hakim

k\\ ‘;" | ' ! n'/4
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"' Dalam buku panduan e-Court yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R] Tahun 208, 2.
masyarakat dalam hal pendaflaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim
dokumen persidangan (Replik. duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online.
Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran
perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biays saat melakukan
pendaftaran perkara.

" Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan pada
Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.




13

belah pihak dari tempat sidang pengadilan agama. Pada sidang
pertama yang telah ditetapkan, ketua majelis mengarahkan kepada
komisioner pengadilan agama untuk mengundang para pihak hadir

pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jangka waktu antara

pemanggilan para pihak dan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga

1) Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

Pengadilan agama dapat melakukan pemeriksaan khusus

apabila terjadi tiga kemungkinan perkara dalam perkara, yaitu:
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Pertama, perkara digugurkan..'’ Kedua, statusnya dibatalkan.'
Ketiga, Terhadap perkara verstek.'*

2) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Pemeriksaan sidang biasa dalam sengketa ekonomi yang sah

terjadi apabila kedua pihak jyang bersengketa atau melalui agennya

hadir pada sidang dan/atau  berikutnya. Sebelum

o yssin s g
\'* &/Q /
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setelah membayar biaya perkara tersebut. Dikatakan sebagai acars istimewa dalam perkara gugur
ini dikarenakan putusan gugur yang diambil oleh Majelis hakim tanpa melalui tahapantahapan
pemeriksaan lebih lanjut.

'* Perkara dapat dibatalkan oelh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir
dalam sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi.
Dikatakan istimewa karena Majelis hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan
tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut
nm;elisHakun belum masuk pada pertimbangan pokok perkaranya.

' Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, acara istimwea dalam perkara verstek ini
dilakukan apabila dalam hari-han sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia
telah dipanggil dengan resmi dan patut,




memilih mediator di luar pengadilan (advokat, akademisi hukum),

dan biaya jasa ditanggung oleh para pihak. Jika mediator yang
‘dipilih adalah dari pengadilan, tidak ada biaya. Jika dalam waktu
dua hari (dua hari) tidak tercapai kesepakatan untuk pemilihan

mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Ketua Majelis

diperkuat dalam bentuk akta perdamaian, dan meminta para pihak
untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut, Instrumen

Perdamaian. Jika mediasi gagal, menurut Pasal 18 Perma No. |

'® pasal 1 ayat (6) Perma Nomor | tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Tahun 2008, mediator harus menyatakan secara tertulis bahwa
proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim
sebagaimana mestinya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan

acara seperti biasanya.

Tahap selanjutnya‘dalam sidang biasa adalah pemeriksaan

spon, respon, dan

(konklusi) dan

pendapat menurut pandangan masing-masing pihak mengenai
pokok-pokok perkara yang diperiksa dalam gugatan atau
pengajuan vang diajukan. Ketentuan Pasal 178 H/Pasal 189 KUH
Perdata menetapkan bahwa setelah selesai studi kasus. Majelis
hakim, berdasarkan kedudukannya, berunding untuk mengambil
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keputusan yang akan dijatubkan.”  Keputusan untuk
menyelesaikan suatu sengketa ekonomi yang sah dibuat dengan
prosedur biasa ini, perfama, keputusan yang mengatur
dikabulkannya gugatan penggugat, baik yang dikabulkan

seluruhnya maupun seba gian.."* Kedua, Putusan menolak gugatan

'" Harahap. Hukiom Acara Perdata, 797.

'* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 894-896. Putusan
tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil vang diajukan Penggugat terbukti,
baik melalui pembuktian maupun diakui oleh pihak lawan.

' Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mampu
pembuktian atau alat bukti yang diajukan Penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegen
bewijs) yang diajukan Tergugat.

Maskur Hidayat...h.8.




18

desain kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa nonlitigasi mencakup
bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang
dapat diselesaikan secara hukum..”’

Namun, sebelum beralih ke pembahasan mediasi lebih lanjut, ada

baiknya mengetahui terlebih da ulu berbagai alternatif penyelesaian

| RN
\

7 ‘J
..(./0 alny

d#a|

adalah sebagai berikut:

3| Wayan Wiryawan & | Ketut Artadi, Penyelesaion Sengketa Di Luar Pengadilan,
Udu}rllm University Press, Denpasar-Bali, 2010, h.3 '
* Numrianingsih Amriani... h. 14




a. Konsultasi

Tidak ada kata atau interpretasi yang terkandung dalam UU
30/1999 tentang Pasar Modal mengenai arti atau definisi dari
penasehatan. Namun, jika kita melihat Black's Law Dictionary, kita

dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah: “act of

consulting or with doctor, client with lawyer.
Deliberation / Dari rumusan tersebut
dapat_diketahdi'bairva MUi--,f»

| /;f‘\xlx Ay
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sepadan dengan istilah ‘“berunding”, ‘“hermusyawarah”, atau
“hermufakar”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa inggris
“negotiation” yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan

2 Black's Law Dictionary.
* Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surshaya. Penerbit ;
Airlangga University Press, h. 429,
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perundingan dinamakan dengan “megosigtor”. Adapun dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi adalah Proses
tawarmenawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima
guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau

organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Juga

damai melalui perudingan antara

,,,,

mungkin terjadi. atau yang telah terjadi untuk menghindari proses di

peradilan yang dianggap memakan waktu untuk bernegosiasi. Teknik

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 957

* Nurmaningsih... h. 21.
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negosiasi lunak dan keras merupakan pelengkap dari teknik negosiasi
lunak yang membangun hubungan yang harmonis antara para pihak
untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, teknik negosiasi keras

memposisikan  diri lebih dominan daripada negosiator lunak,

memandang pihak lawan sebagai musuh dan mengincar kemenangan,

ketiga menyarankan jalan keluar dari perselisihan, proses ini dikenal

sebagai konsiliasi.™ Penafsiran inilah yang menjadi alasan mengapa

* Nurmaningsih...h. 52.
* Suyud Margono, 2000, ADR & Arbitrase — Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,
Ghalia Indonesia, Bogor, h. 29,
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konsiliasi sering diartikan sebagai mediasi, padahal sebenarnya kedua
istilah tersebut berbeda.

Perbedaan mencolok antara konsiliasi dan mediasi terletak pada
rekomendasi yang dibuat oleh pihak ketiga kepada para pihak yang

bersengketa yang hanya adadalam Kkonsiliasi. Sedangkan mediator

mbimbing para pihak yang

o
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fleksibilitasnya dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa di
pengadilan. Fleksibilitas merupakan keuntungan karena dapat memudahkan
mediator dan para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan konflik.

* Numrianingih Amriani... h. 34. _
" Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep
WinWin Solition, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.133.




Upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa berpotensi berkembang lebih pesat
di Indonesia. Mengingat tradisi masyarakat yang kental akan budaya oriental dan
persahabatan, mediasi seharusnya mudah diterapkan di Indonesia. Karena
menjaga hubungan baik dengan keluarga atau mitra bisnis seringkali lebih

an suatu perselisihan, meskipun akan

perselisihan di pengadilan.
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pengadilan
bersahabat d

eksklusif.,
1. Definisi Mediasi
Secara linguistik, kata mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang

berarti tengah. Karena orang yang menengahi atau yang dikenal dengan



mediator harus menjadi mediator antara para pihak yang bersengketa.’' Peran
seorang mediator, seperti halnva dalam mediasi, adalah untuk menengahi
perselisihan yang terjadi antara dua pihak tanpa memihak..

Mediasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan
perselisihan antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator

netral yang tidak membuat kepufusan atawkesimpulan bagi para pihak. Tetapi

Dari penjelasan di atas, mediasi terdiri dari tiga unsur penting yang

saling terkait satu sama lain, yaitu;

! Rachmadi Usman, 2003, Pilikan Penyelesaian Sengheta di Luar Pengadilan, Citra
Aditya Bakti, Bandung. h. 79.
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a, Adanya mediator sebagai fasilitator dan pihak ketiga yang kehadirannya
diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

b. Ada proses negosiasi di kedua pihak.

¢. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak,

2. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian senifghe mﬂdlﬁst. kedua belah pihak
mereka. Secara ﬁIDS{}ﬁS,

berpartisipasi secara langsung dan menyelesaikan sengketanya.
Mediasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pihak, tetapi
juga keuntungan bagi lembaga peradilan dan Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Dengan berhasilnya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi




pengadilan, maka jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tingkat kasasi
di Mahkamah Agung Republik Indonesia akan berkurang..
3. Proses/Tahapan Mediasi

Menurut seorang ahli mediasi modern dari negara bagian Texas AS
bernama Kimberlee Kovach (1994), mediasi dibagi menjadi sembilan tahap,

AAAAA

——. We®]

membuat pidato pembukaan memperkenalkan dirinya, menjelaskan

posisinya, menjelaskan aturan atau prosedur dalam mediasi, dan kemudian

2 Kimberlee K. Kovach, I?ﬂ. Mediation Principle and Practice. Minnessota: West
Puhliﬂﬁu% Co., SU Paul, h.24-26.
Joni Emirzon... h. 81-85.
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menjawab pertanyaan para pihak. Sebelum memulai negosiasi, mediator
terlebih dahulu meminta kesediaan para pihak untuk melanjutkan negosiasi,
dan meminta komitmen mereka untuk mematuhi semua aturan yang berlaku

dalam proses mediasi.

2. Proses Saling Mengumpulkan dan Membagi Informasi

Jika proses tersebut dilg

melanjutkan negosi

\\\ “l'! t// N
\\ .%\A\‘xu/ ,// .

kus, mediator akan menyampaikan
sejumlah pertanyaan kepada masing-masing pihak secara lebih rinci guna
mengetahui apa vang diinginkan masing-masing pihak. Hal ini dimaksudkan
agar pialang memiliki informasi yang lebih mendalam sehingga mereka

dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi. Kemudian diharapkan



28

kedua belah pihak akan memiliki kesamaan dalam menyelesaikan
perselisihan mereka,
4. Proses Pengambilan Keputusan
Pada tahap ini, mediator berkolaborasi dengan para pihak untuk

mengevaluasi opsi yang berbeda, menawarkan paket, meminimalkan

\\\ t",b ( /

(Y S i/
N \'*5 /
| yang bertindak

Peran mediator secara umum adalah sebagai berikut;




1) Katalisator, yaitu mendorong suasana yang kondusif, mencegah

polarisasi dan membuka jalur komunikasi.
2) Pendidik, yaitu memahami kehendak dan aspirasi para pihak.
3) Narasumber, yaitu sebagai tempat bertanya, tempat memberi

nasehat, dan sumber informasi.

4) 4) Penyandang berita g -A~ hak-pihak yang secara psikologis

ng tidak nyaman untuk

pemerintah. la memiliki kewenangan untuk memberikan

keputusan, akan tetapi ia tidak ingin menggunakannya.
3) Tipe Mediator Mandiri adalah tipe yang paling profesional. Karena

tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang bertikai. Jenis
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pialang independen juga tidak memiliki sumber daya untuk
memantau pelaksanaan perjanjian.™
4) lenis-jenis mediator Secara umum ada dua jenis mediator, yaitu

mediator di dalam pengadilan dan mediator di luar pengadilan.

\i‘

penjelasan yang mendalam tentang jenis-jenis usaha vang dapat dilakukan oleh
bank syariah, undang-undang tersebut juga mengarahkan bank konvensional/tidak
sah untuk selalu membuka cabang yang sah atau bahkan mengubah identitasnya

menjadi bank syariah.

" Joni Emirzon... h. 77-78.
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami beberapa kali
perubahan setelah 6 tahun. Kemudian dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 untuk
meningkatkan peluang perbankan syariah. Diawali dengan pengakuan Bank
Indonesia terhadap keberadaan bank syariah, pembiayaan pengembangan usaha

berbasis kemitraan semakin terbuka. Selain itu, bank syariah akan meningkatkan

nasih enggan bertransaksi dengan

minat dan partisipasi mas
bank, dengan tetap
dilakukan oleh ba

( ”w i //’”ll!“\\\ g& @
'pt\ .m‘,‘) A S
Db, . Q

, KAAN DI e
- h sebagai penjual

keuntungan dengan pembeli sampai tercapai kesepakatan.

** Abdul Manan, Op.cit, h. 209-210.
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b. Salam, Musyarakah, dan Mudharabah diperbolehkan memberikan modal
dalam bentuk uang tunai (cash) dan dalam bentuk barang-barang yang
berhubun_gan dengan bisnis (modal non tunai).

¢. Objek ijarah adalah untuk mendapatkan keuntungan dari manfaal aset

berwujud dan tidak berwujud.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu ‘membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu,™’

h.6.

" Wiraso, Produk Perbankan Syariah, PT Sardo Sarana Media, cetakan pertama juli 2009
7 Departemen Agama RI, al-Qur 'an dan Terjemahannya (Jakarta: Penerbit J-ART, 2004),
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Pengaturan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank
berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
memberikan peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan dan perkembangan

perbankan syariah di Indonesia, péimis a perbankan syariah memiliki

onvensional, maka perlu
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nasabah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan kebutuhan para

pihak. Untuk mengantisipasi perbedaan persepsi tentang kontrak, UU No.

" Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal llmu Hukum Syiar
Madani, Vol. X1, No. 1, Maret 2009.

* Abdul Ghafur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiavaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1,
h. 17-18.
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Teks No. 21 Tahun 2008 tentang Arti Kontrak. Menurut Pasal | No. 13,
akad adalah perjanjian antara bank syariah atau UUS dengan pihak lain
yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari hasil musyawarah (ljma Internasional) para ekonom muslim, ahli

figih, dan Akademi Figih d

A

Mukarramah tahun 1973, dapat

. (,f"' \\\ ﬁ"'f 1// Y £
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pan kokoh antara

bank dengan nasabah. Kalaupun terjadi perselesihan pendapat baik dalam

“ Muhammad, Op. Cit., hal 85-99, lihat pula Amin Azis, Mengembanghkan Bank Islam di
Indonesia, Buku 2, Penerbit Bangkit, Jakarta, tanpa tahun, h.18.
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penafsirannya maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian maka kedua bela
pihak akan menyelesaikannya secara musyawara menurut acara islam."'

3. Resiko Bank Terkait Dengan Nasabah
Bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan
i di sektor lain. Kompleksitas
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Kompleksitas ini dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti penerapan

“! Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Tazkia
Institude, cetnkan pertama, 1999 h.303.

“ Lihat Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. Risk Management; An Analysis of Issues In
Islamic Financial Industry, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001, h. 21. Lihat juga
Hennie Van Greuning dan Zamir igbal, Risk Analysis for Islamic Banks, Washington DC: World

Bank, 2008).
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skema bagi hasil (PLS) dan produk bank yang sah, hubungan kepentingan
organ perusahaan dengan nasabah, faktor penjaminan kredit, dan aturan
pembatasan perolehan. Distribusi uang dan larangan penggunaan uang dan
instrumen bunga dalam tabungan, pinjaman dan kredit. Kemampuan

penerapan manajemen risiko tentunya harus lebih baik agar bank syariah

tidak mengalami ganggus am kegiatan operasionalnya. Maka sudah
sepantasnya, dengs \ gan bank konvensional,

.‘p\a ML‘"MM A-\ Juge: Bars
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Kenyataan ini memerlukan penerapan manajemen risiko yang baik.

Setiap badan usaha bertujuan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari
kegiatan usahanya. Oleh karena itu, mereka akan menanggung risiko

tertentu sesuai dengan tujuan akuisisi yang ingin dicapai.
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Memahami risiko dalam kehidupan sehari-hari biasanya intuitif.
Namun, setiap disiplin memiliki terminologinya sendiri. Oleh karena itu,
definisi risiko akan sesuai dengan konteks di mana istilah ini digunakan.
Pengertian yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan kemungkinan

akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan.

Keberadaan Peradilan Agama sudah ditemukan sejak masuknya Islam ke
Nusantara. Pengadilan agama kemudian mengkonsolidasikan pengakuannya pada
masa penjajahan Belanda. Tepatnya pada tanggal 19 Januari 1882 pemerintah

* Djojosoedarsano, Soeisno, Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi,
Jakarta: Salemba Empat, 1999,h.1-2.
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kolonial Belanda menetapkan dalam staatsblad tahun 1882 No. 152. Pengadilan
Syariah berwenang mengadili perkara perkawinan, perceraian, mahar, tunjangan,
legalitas anak, perwalian, warisan, hibah, wakaf. zakat, dan perbendaharaan.*
Kekuasaan absolut pengadilan agama semakin meluas sehingga
berdampak pada bertambahnya ,jumlah perkara yang dapat disidangkan oleh

pengadilan agama. UU [ * tentang Perubahan Kedua atas UU No.

Terjemahannya:

“prang-orang yang mereka percayai! Kamu harus menjadi orang yang selalu
menegakkan keadilan, dan menjadi saksi Tuhan, bahkan terhadap dirimu
sendiri atau terhadap orang tua dan kerabatmu. Sekalipun (terdakwa) kaya
atau miskin (jangan menghalangi dia menjadi saksi yang berkata benar

*“ Abdul Ghofur Anshori, 2007, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun
2006 (Sejurah, Kedudukan, dan Kewenangan), Ull Press, Yogyakarta, h. 11-12.
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karena kamu adalah gembala), karena Tuhan lebih penting dari keduanya.
Karena itu, jangan manjakan hawa nafsu agar tidak menyimpang dari
keadilan. Dan jika Anda memutarbalikkan informasi atau mengabaikan
(bukannya mmjgdi saksi), Tuhan selalu mengetahui dengan baik apa yang
Anda lakukan.

Sebagai salah satu kekuasaan mutlak pengadilan agama, kata ekonomi

Islam menckankan bahwa kekuasaan, pengadilan agama tidak terbatas pada

“ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Penerbit J-ART, 2004)

—_—




BAB I1I
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dig

¢d

Pertama (A) Subyek penelitian adalah Hakim (Pengadilan Agama Makassar),

mediator (Pengadilan Agama Makassar), pihak dan penasihat hukum vang terlibat

“ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methodes, (Bandung: Alfabeta,2012),
Cetakan ke-3, h.12.




dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Perkara No. |848/Pdt.G/PA

Mks di Pengadilan Agama Agama Kelas [A,

C. Fokus Penelitian
Makalah yang berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam

Perkara No. 1848/Pdr.G/2019/PA MKS(S Peng_adiian Agama Makassar)
erkara tersebut.
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diperoleh secara langsung.’

¥ Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gajah Mada
UniversityPress,2011), h. 117,




2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain. Seperti
laporan, buku, majalah dan surat kabar serta arsip dan dokumen dari
Pengadilan Agama IA Makassar yang mendukung keterangan tertulis dan

digunakan untuk membantu mep

2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara adalah mengamati informasi secara lisan dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama

wawancara atau wawancara adalah adanya kontak tatap muka langsung
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antara pewawancara dengan sumber informasi pedoman wawancara, yaitu
alat berupa pertanvaan vang disampaikan langsung kepada responden.
Dalam hal ini yang diwawancarai adalah: Pengurus Qadi (Pengadilan
Agama Makassar). Mediator (Pengadilan Agama Makassar), para pihak
dan penasihat hukum.

3. Catatan dokumentasi

Teknik pengus

L g

73

menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa
sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.




2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah
menyajikan data yang diperoleh. Saat mengirimkan data, dilakukan dalam

bentuk deskripsi singkat, teks, dIl..




BAB 1V

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELETIAN

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas | A
Adapun Pengadilan Agamd) merupakan salah satu lingkungan
peradilan yang diakui eksi /\ n_Undang-Undang RI No. 14

RN

7PN
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Ketentuan Umum, Struktur Pengadilan, Kekuasaan, Pengadilan, Kode
Acara, Ketentuan, Peralihan, dan Ketentuan Akhir.
a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Peradilan Agama Makassar tidak dimulai

dengan peraturan pemerintah (PP No. 45 Tahun 1957), tetapi dari zaman




kerajaan atau zaman penjajahan Belanda, tetapi pada waktu itu tidak
seperti sekarang ini. Di masa lalu, itu adalah kekuasaan seorang raja
untuk mengangkat seorang hakim sebagai hakim, tetapi setelah
pengenalan hukum Islam, raja mengangkat seorang hakim..

Kewenangan seorang hakim sangat berkurang dan kemudian
diserahkan kepada hakim
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meliputi kecamatan Maros da; . karena pada wakiu itu belum ada
dan belum berdiri di ketiga kecamatan tersebut, sehingga masih menyatu
dengan kabupaten Makassar.

Sebelum berdirinya Peradilan Syariah yang kemudian berkembang

menjadi Peradilan Agama/Pengadilan Syariah, Qadi adalah orang
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pertama yang memegang kekuasaan Peradilan Agama, yang pada saat
itu berkantor di rumah tempat tinggalnya. Saat itu ada dua kerajaan vang

berkuasa di Makassar, yaitu Kerajaan Talu dan Kerajaan Goa, dimana

sebelumnya Qadi mendapat gelar Syekh, kemudian gelar tersebut diubah

menjadi Daengta Kalia.
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas | A
a. Visi

Terbentuknya peradilan agama yang bersih, terpercaya, dan

profesional dalam penerapan hukum dan keadilan ke arah supremasi

hukum (choice of law) vang secara umum telah tercantum dalam klausul
kontrak/akad syariah serta proses pelaksanaan dari mediasi itu sendiri di
Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Khususnya dalam hal sengketa

ekonomi syariah guna memberikan gambaran serta mengelaborasi rumusan

masalah yang tercantum dalam penelitian ini. Pengadilan agama sendiri
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secara absolut memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara
ekonomi syariah berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan
Pengadilan Agama. Adanya pilihan hukum dirasa tetap perlu untuk

dicantumkan dalam kontrak syariah dengan tujuan untuk mengetahui perihal

/ A
\Qj(’ whkA&S

l"" \\\ t"’) 1//

sungguh melakukan upaya mediasi dalam perkara tersebut. Dan sikap baik

yang ditampilkan para pihak dalam upaya proses mediasi harus betul-betul

mempunyai kesungguhan dalam melakukan proses mediasi sebagai upaya

“ Sudargo Gautama, 1999, Hukum Perdata Internasional filid Il bagian 4 buky ke 5,
Penerbit annl Bandung, h.211.

** Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar,
Selasa, 01 Maret 2022,
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alternatif untuk mencapai kesepakatan damai dalam sengketa ckonomi syariah

sehinggah proses mediasi dapat berjalan lancar dan berhasil.

2. Pelaksanaan Proses Mediasi pada Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.
Mks, di Pengadilan Agama Makassar.

Setelah membahas faktor yang mempengaruhi upaya mediasi yang

krusial dalam keberhg sefektifan mediasi, ada baiknya pula untuk

ioses  mediasi  perkara  Nomor

na Makassar Kelas 1A

R L

S m— -®
it

omor 1848/Pdt. G/PA. Mks
W satu pihak tergugat yang
ses mediasi dalam rentang
waktu dua h:l.fi Nﬂem beﬂw-mﬂﬂ tanpa alasan yang jelas
dan telah memperoleh pemanggilan secara patut oleh jurusita. Eee
sehingga saya selaku mediator berkewajiban menyatakan proses
mediasi telah gagal secara tertulis. Dikarenakan, mediasi
dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, yang
dikuatkan dalam akta perdamaian. Kemudian para pihak juga
harus melaporkan secara tertulis pada majelis hakim pemeriksa
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melalui panitera pengganti perkara. yang kemudian dilanjutkan

sidang pemeriksaan perkara yaitu sidang pertama. "
Jadi proses mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/PA.Mks, tidak
terlaksana sehingga proses mediasi dinyatakan gagal dalam perkara tersebut.

Karena para pihak tidak mempunyai sikap atau iktigad baik dalam kesungguh-

sungguhan untuk melakukan upaya proses mediasi sebagai bentuk alternatif

Namun, berbeda halnya pada perkara jenis sengketa ekonomi syariah.
Berdasarkan data statistic pada direktori putusan Mahkamah Agung,

perkara ekonomi syariah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama

“ Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar,
Selasa, 01 Maret 2022,
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Makassar Kelas 1A sejak pertama kali diajukan pada tahun 2015 berjumlah
sebanyak 21 perkara.®' Angka yang terbilang rendah jika dibandingkan
dengan sengketa perkara perdata lainnya seperti cerai talak atau cerai gugat.

Namun yang menjadi hal menarik ialah dalam informasi yang saya peroleh

pada saat penelitian yang telah saya lakukan pada kuartal awal tahun ini

> ‘\\.\\:\ﬂ
N

' ua a aan mediasi sebagai
proses litigasi di pmgudﬂm agama. Padahm" ikiikad baik para
pihak merupakan salah satu faktor penentu keberhusilan dalam
proses mediasi. Eee jadi, dengan demikian ketidak hadiran para
pihaklah yang me)gghamﬁwl keefektifan proses mediasi di dalam
perkara tersebut.’

* ., Putusan3.mahkamahagung.go.id. (diakses pada 02 juni 2022).
5 Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar,
Selasa, 01 Maret 2022.
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Oleh karena it, berdasarkan penelitian dan pengamatan lebih lanjut di
Pengadilan Agama Makassar, penulis menemukan alasan yang kuat dalam
Perkara No. 1848/Pdt.G/PA.Mks, vang dinilai menjadi pemicu utama ketidak

efektifan dalam proses mediasi cepat dan biaya ringan adalah tidak adanya
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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam

v \\\\“"” | 7 ai
N '*”u/ 7 e« T[]

ahun 2016). Namun, salah satu

tergugat yang bersengketa tidak hadir selama proses mediasi dalam dua
kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan menerima

pemanggilan yang layak oleh juru sita. Kemudian mediator wajib

menyatakan secara tertulis kegagalan proses mediasi,
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3. Mediasi dalam upaya penyelesaian Perkara Nomor
1848/Pd1.G/2019/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A,
belum dapat dikatakan efektif. Namun ada beberapa fakior, yaitu
keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk secara sukarela

membuka kembali ruang perdamaian; Niat baik untuk para pihak. dan

maksimal dan positif.

2. Proses mediasi lebih fleksibel seperti halnya penyelesaian secara internal
yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (waktu dan tempat
pelaksanaan musyawarah untuk mufakat disepakati sebelumnya antara

pihak bank/lembaga keuangan syariah dengan nasabah) patut menjadi
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pertimbangan untuk diterapkan di Pengadilan Agama Makassar, terutama
flcksibel dalam hal tanggal dan waktu pelaksanaannya agar dapat
meminimalisir ketidakhadiran para pihak yang dapat mengurangi potensi
keberhasilan proses mediasi.

3. Keefektifitas pelaksanaan upaya,mediasi diperlukan adanva ketentuan

hukum yang lebih tegas m it dengan urgensi kehadiran dan

v proses pelaksanaan

& N\
baile Hel, il ity it proscs mediasi tidak
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Dokementasi :

(Wawancara:Hakim Mediator Idris » bir)
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